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ABSTRAK

: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran 
Nama Baik Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik 

: Satria Indra Kesuma 
: 52081001016

Kemajuan teknologi dan industri yang merupakan hasil dari budaya manusia di 
samping membawa dampak positif, juga membawa dampak negatif terhadap 
perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Dampak negatif yang dimaksud 
adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan, salah satunya tindak pidana 
pencemaran nama baik melalui media internet. Sebagai contoh pencemaran nama 
baik melalui media internet adalah kasus yang dialami oleh Prita Mulyasari dengan 
RS Omni Internasional dan Muhammad Wahyu Muharam dengan Tri Basuki. 
Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah. Pertama, Bagaimana 
penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau dari aspek 
yuridis menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (UU ITE)? Kedua, Apa saja faktor-faktor yang menghambat 
penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut Undang- 
undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 
ITE)?
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, dan Pendekatan 
penelitian yang dipakai yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) 
maksudnya penelitian berdasarkan pada teori-teori yang sesuai dengan Undang- 
undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 
ITE). Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan 
yang bertolak dari suatu proposal umum yang kebenarannya telah diketahui dan 
berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.
Perbedaan penjatuhan hukuman antara kasus Prita Mulyasari dan Wahyu Muharram, 
yaitu Prita yang mencemarkan nama baik Rumah Sakit Omni Internasional yang 
merupakan salah satu badan hukum yang akibat dari perbuatannya tersebut 
mengakibatkan potensi kerugian materiilnya dapat lebih besar dibandingkan dengan 
kerugian yang terjadi akibat pencemaran nama baik terhadap perorangan yang 
dilakukan oleh Wahyu Muharram. Berdasarkan kedua kasus tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (UU ITE) dari tahun dibentuknya sampai sekarang belumlah 
efektif. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya terjadi kasus-kasus 
penyalahgunaan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
Dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik 
terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadi penghambat. Faktor-faktor penghambat 
tersebut antara lain Hukum (Undang-undang), Penegak Hukum, Sarana, Masyarakat, 
Kebudayaan.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Transaksi Elektronik, Undang-undang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP)

Judul

Nama
NIM
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A. Latar Belakang

Manusia yang tergabung dalam berbagai kelompok masyarakat pasti akan 

selalu mengalami perubahan baik itu perubahan yang bersifat memajukan maupun 

merusak peradaban manusia itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, perubahan- 

perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu disebabkan oleh faktor yang terletak 

pada masyarakat itu sendiri dan faktor yang terletak di luar masyarakat tersebut.

Apabila diperhatikan lebih dalam, ada beberapa faktor yang menyebabkan

. 2
terjadinya perubahan (dalam arti luas), yaitu:

Pemikiran manusia. Akal budi yang diberikan Tuhan pada manusia akan 
selalu berkembang dari waktu ke waktu, kondisi ini mengakibatkan 
manusia untuk senantiasa mempergunakan pemikirannya dalam segala 
aspek kehidupannya.

2. Kebutuhan/ tuntutan manusia. Di satu sisi manusia selalu menginginkan 
agar kebutuhannya selalu terpenuhi, sementara dilain sisi manusia tidak 
pernah akan terpuaskan, kondisi ini menyebabkan manusia dengan 
berbagai usahanya berupaya agar kebutuhannya secara relatif dapat 
terpenuhi.

3. Cara hidup manusia. Perkembangan jaman selalu berdampak pada 
timbulnya berbagai perubahan dalam kehidupan manusia, termasuk di 
dalamnya cara hidup.

4. Teknologi (kemampuan cipta sarana). Semakin maju kehidupan manusia 
semakin meningkat pula kemampuan manusia dalam melahirkan teknologi.

1 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, Hlm. 275.
2 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, CYBER LAW: Aspek hukum Teknologi 

Informasi, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 16-17

1
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5. Komunikasi dan transportasi. Kemajuan sarana komunikasi dan 
transportasi berakibat pada mudahnya interaksi antara satu tempat dengan 
tempat lain, negara-negara tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, 
semuanya terhubung dalam suatu jaringan global.

Teknologi berasal dari bahasa Yunani technologici yang artinya pembahasan 

sistematik tentang seluruh seni dan kerajinan (systematic Ireatment of the arts and 

crafts). Perkataan tersebut mempunyai akar kata techne dan logos (perkataan atau 

pembicaraan). Akar kata techne pada zaman yunani kuno berarti seni (art), kerajinan 

(craft)?

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dalam 60 (enam puluh) 

tahun terakhir ternyata lebih luas dan lebih cepat daripada perkembangan yang 

dicapai manusia. Teknologi pada satu sisi membawa kemajuan yang menjanjikan

perbaikan umat manusia (pemanfaatannya sebagai tenaga, dan energi), tetapi di sisi

lain memungkinkan pemanfaatannya dapat memusnahkan peradaban hampir 5 (lima)

kali lipat.

Hampir semua negara meyakini bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi 

adalah salah satu faktor yang penting dalam menopang pertumbuhan dan kemajuan 

negara.4 Negara yang tidak memiliki dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi 

akan tertinggal dari peradaban. Di negara Indonesia pengembangan teknologi harus 

dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek yang dapat ditimbulkan akibat

3 Agus Raharjo, Cybercrime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi. 
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm. 11

Juwono Sudarsono, uIlmu,Teknologi, dan Etika Berprofesi: Pandangan 
Politik,Masyarakat: Jurnal Sosiologi", FISIP UI-Gramedia, Jakarta, 1992, Hlm. 4

Sosial-
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teknologi tersebut. Teknologi dan hasilnya sekarang tidak hanya dimanfaatkan untuk 

kesejahteraan manusia, tetapi sekaligus dapat menghancurkan kehidupan

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah 

menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang 

langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. 

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi telah berjalan 

sedemikian rupa, sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan sepuluh 

tahun yang lalu.

Kemajuan teknologi dan industri yang merupakan hasil dari budaya manusia di 

samping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk 

kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan 

dan peradaban manusia itu sendiri. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang 

berkaitan dengan dunia kejahatan. J.E Sahetapy menyatakan dalam tulisannya, bahwa 

kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan 

masyarakat, maka kejahatan juga ikut semakin maju. Kejahatan juga menjadi 

sebagian dari hasil budaya itu sendiri.6 Hal ini berarti semakin tinggi tingkat budaya 

dan semakin modem suatu bangsa, maka semakin modem pula kejahatan itu dalam 

bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.

manusia.

secara

5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
Menimbang: point c

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (cyber crime) cet 2 PT Refika 
aditama, Bandung, 2010, Hlm. 21
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Penggunaan teknologi internet juga tidak dapat dipungkiri membawa dampak 

negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat positif yang ada. Internet dapat 

menimbulkan kejahatan seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, 

pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme. Melalui media 

internet beberapa jenis tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara online oleh 

individu maupun kelompok dengan resiko tertangkap yang sangat kecil dengan akibat 

kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara. Fenomena tindak 

pidana teknologi informasi merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila 

dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional.

Pencemaran nama baik di dalam dunia maya yang terjadi sehingga penggunaan 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu penyelesaian 

masalah dianggap perlu didukung atau ditunjang dalam pelaksanaannya yaitu dengan 

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);

Menurut, bahasa Indonesia, pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai 

perbuatan yang menodai atau mengotori nama baik (seseorang). Sedangkan, menurut 

frase bahasa inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai defamation (fitnah), 

slander, libel. Slander adalah oral defamation (fitnah secara lisan), sedangkan libel 

adalah written defamation (fitnah secara tertulis). 7
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Menurut, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan 

istilah “penghinaan” (Pasal 310 KUHP) yang pada umumnya didefinisikan: 

tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.

Tindak pidana pencemaran nama baik tidak mengenal batas wilayah serta 

waktu kejadian karena korban dan pelaku sering berada di negara yang berbeda. 

Tindak pidana tersebut dapat dilakukan hanya dari depan komputer yang memiliki 

akses Internet tanpa takut diketahui oleh orang lain/saksi mata, sehingga kejahatan 

ini termasuk dalam Transnational Crime (kejahatan antar negara yang 

pengungkapannya sering melibatkan penegak hukum lebih dari satu negara). Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa kejahatan informasi teknologi/Cyber crime memiliki 

karakter yang berbeda dengan tindak pidana umum baik dari segi pelaku, korban, 

modus operandi dan tempat kejadian perkara.

Kemajuan cara berpikir manusia dan perkembangan teknologi informasi yang 

memberikan dampak negatif tersebut, harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan 

hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Secara 

internasional hukum yang terkait kejahatan teknologi informasi digunakan istilah 

hukum siber (cyber law). Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi 

informasi (law of Information technology), hukum dunia maya (virtual world law), 

dan hukum mayantara. Sehubungan dengan tindak pidana di dunia maya yang terus 

berkembang, pemerintah telah melakukan kebijakan dengan terbitnya Undang-

“suatu

8 Ibid., Hlm. 7
9 Penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik
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undang No.ll Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 

diundangkan pada tanggal 21 April 2008. Dalam undang-undang tersebut 

terdapat beberapa pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus di 

samping berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KU H P) sebagai undang- 

undang tindak pidana umum. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(UU ITE) juga merupakan pedoman hukum pertama yang mengatur khusus terhadap 

dunia maya (cyber law) di Indonesia.

Penerapan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 telah 

menimbulkan teijadinya konflik antara Prita Mulyasari dengan RS Omni 

Internasional melalui sarana dunia maya, yang dilatarbelakangi oleh miskomunikasi 

antara hak pasien dengan kewajiban dokter, mengakibatkan masalah itu masuk ke 

dunia hukum.

yang

Seperti halnya dengan kisah Muhammad Wahyu Muharam di j ember, Wahyu 

di seret di meja pengadilan karena telah dianggap melakukan tindakan pencemaran 

nama baik melalui media internet kepada Tri Basuki yang dalam putusan pengadilan 

negeri jember Wahyu dinyatakan bersalah dan divonis oleh hakim 3 (tiga) bulan

penjara.

Substansi/materi yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) ialah menyangkut masalah yurisdiksi, perlindungan hak pribadi, 

azas perdagangan secara e-commerce, azas persaingan usaha-usaha tidak sehat dan 

perlindungan konsumen, azas-azas hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan huk 

Internasional serta azas Cybercrime. Menurut Undang-undang Informasi

um

dan
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Transaksi Elektronik (UU ITE) dimuat ketentuan-ketentuan mengenai larangan 

melakukan tindak pidana. Undang-undang tersebut menetapkan beberapa perbuatan 

dikriminalisasi sebagai tindak pidana komputer dengan sanksi-sanksinya. 

Menurut Bab VII Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 

tersebut menentukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang untuk dilakukan. 

Perbuatan-perbuatan tersebut ditentukan di dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37, 

Bab XI yang terdiri atas Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 menentukan kriminalisasi 

terhadap perbuatan-perbuatan yang dalam Bab VII ditentukan sebagai perbuatan- 

perbuatan yang dilarang beserta masing-masing sanksi pidananya. Salah satu tindak 

pidana komputer yang diatur oleh Undang-undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik adalah tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan sistem 

komputer yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan diancam sanksi pidana berdasarkan 

Pasal 45 ayat (l).10

yang

Rumusan pasal 27 ayat (3), yang berbunyi;

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau 
pencemaran nama baik”.

Rumusan pasal 45 ayat (1), yang berbunyi;

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah)”.

10 Sutan Remy Syahdeini, Kejahatan & Tindak Pidana Komputer, PT. Pustaka Utama Grafiti 
Jakarta, 2009, Hlm. 225
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Berdasarkan deskripsi diatas dalam kesempatan ini penulis mencoba 

mengangkat tema skripsi dengan judul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA 

TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM 

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN

TRANSAKSI ELEKTRONIK”.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan tentang kejahatan pencemaran nama baik yang akan

uraikan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik

ditinjau dari aspek yuridis menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)?

2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak

pidana pencemaran nama baik menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah dikemukakan di atas, 

maka yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana

baik ditinjau dari aspek yuridis menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

pencemaran nama
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2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap 

tindak pidana pencemaran nama baik menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

D. Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat penulisan skripsi ini 

yang berhubungan dengan kejahatan Pencemaran nama baik dalam bidang teknologi

informasi ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (UU ITE) ialah :

1. Secara Teoretis

Secara teoretis, penulisan skripsi ini diharapkan akan memperkaya khasanah 

ilmu hukum mengenai jenis tindak pidana pencemaran nama baik, dapat dijadikan 

sebagai bahan informasi bagi para akademis maupun perbandingan bagi penelitian 

lanjutan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

aparat penegak hukum dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan 

pencemaran nama baik yang merupakan salah satu jenis kejahatan dunia 

(cybercrime).

maya
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E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan skripsi ini, yaitu berkisar membahas kejahatan 

baik merupakan kejahatan dengan menggunakan teknologi 

komputer dan hanya sebatas menjelaskan implementasi penegakan hukum dan faktor- 

faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran 

baik menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE) serta dapat juga dilihat pada Pasal 310 Kitab Undang-

pencemaran nama

nama

undang Hukum Pidana (KUHP).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis

penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu

penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

pengkajian peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka atau data 

sekunder yang ada.11

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang dipakai yaitu pendekatan perundang-undangan 

(statue approach)12 maksudnya penelitian berdasarkan pada teori-teori yang

11 Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing
Jakarta, 2005, Hlm. 241 6’

12 Ibid., Hlm. 302
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i dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dansesuai

Transaksi Elektronik (UU ITE).

3. Sumber Bahan Hukum

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang 

diperoleh dari pustaka, antara lain :

Bahan hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif) yang terdiri peraturan

13perundang-undangan , antara lain :

a.

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang

Hukum Pidana.

2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil- 

hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

13 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 47
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Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti 

kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya .

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan penelitian hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, menginventirisasi 

peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, dan menyeleksi ragam bahan 

yang mengandung sudut pandang yang berbeda.

c.

5. Analisis Bahan Hukum

Merupakan bentuk analisis bahan tergantung dengan jenis bahan tersebut,

apakah secara kualitatif atau kuantitatif. Analisis kualitatif adalah analisis dengan

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan 

efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.15

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang 

disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan 

deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposal

secara

umum yang

2010 H1 S0]61^000 ^oe^anto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta,

15 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditva Bakti Bandun* 
2004, HIm. 127 ’
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kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih 

khusus.16

16 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafmdo Persada, Jakarta, 2007,
Hlm. 10
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